
 
 

 
 
 
 

 

GUBERNUR GORONTALO 

 

 
 

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023 

BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO 
 

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, 

transparan, dan akuntanbel serta berorientasi pada hasil, kami yang 

bertanda tangan di bawah ini : 

 
Nama   : SUKRIL GOBEL, SE.,M.,Si 

Jabatan   : KEPALA BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO 
 

selanjutnya disebut pihak pertama 

 

 

Nama   : Ir. ISMAIL PAKAYA, M.E 

Jabatan   : PENJABAT GUBERNUR GORONTALO 

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua 

 

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya 

sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja 

jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen 

perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja 

tersebut menjadi tanggung jawab kami. 

 

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan 

melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan 

mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian 

penghargaan dan sanksi. 

 
 

                                                           Gorontalo,    Agustus 2023 
  
 

 
 

 
 

 

 

Catatan: 

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini
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SASARAN STRATEGIS  INDIKATOR KINERJA TARGET 

1 2 3 

Meningkatnya kualitas 
perencanaan dan pengelolaan 
keuangan daerah 

 
Penetapan APBD (31 Desember) 

 
Tepat Waktu 

  
Prosentase Penyerapan APBD 

 
94% 

 
Ketepatan penyampaian LKPD 

 
Tepat Waktu 

Meningkatnya kemandirian 
keuangan daerah 

 
Persentase pertumbuhan PAD 

 
7% 

Meningkatnya kulitas urusan 
penunjang pemerintahan OPD 

 
Nilai Sakip 

 
71 

PROGRAM   ANGGARAN  KET. 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi : Rp    65,878,729,456 APBDP 

Program Pengelolaan Keuangan Daerah : Rp. 224,982,902,687 APBDP 

Program Pengelolaan Barang Milik Daerah : Rp     1,570,481,800 APBDP 

Program Pengelolaan Pendapatan Daerah : Rp     7,022,938,180 APBDP 

Catatan: 

UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 :
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.
Cetakan ini merupakan salinan dan dapat dibuktikan keasliannya melalui scan QRCode yang terdapat pada dokumen ini


